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MEMAHAMI ARTI UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN
'INTERNASIONAL DI INDONESIA

Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LLM.,, LLM.

Pendahuluan

Dalam filosofi pengintegrasian perjanjian
internasional ke dalam sistem hukum nasional,
baik Montesqiueu maupun L. Fricdman men-
ganasitkan babwa ada hubungan kasualitas an-
tara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.
Dalam teori pemisahan kekuasaan, Montesqi-
ueu dengan tegas memisahkan antara tugas
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun, di
dalam praktik ketatanegaraan, teori ini tidak
dapat diimplementasikan secara murni karena
berbagai hal terkait dengan kepentingan-ke-
pentingan nasional yang strategis dan kekua-
saan. Terkait dengan perjanjian internasional,
ada pembagian kewenangan yang nyata antara
lembaga cksekutif dan lembaga legistatif, di
mana lembaga eksekutif yang diwakili oleh
Presiden atan Perdana Menteri memiliki ke-
wenangan dalam hal external affairs, sedang-
kan lembaga legislatif/parlemen lebih memiliki
kewenangan di bidang internal affairs. Dengan
kata lain, Presiden atau Perdana Menteri me-
miliki kewenangan untuk membuat dan mer-
atifikasi perjanjian internasional, sedafgkan
untuk lembaga legislatiffparlemen berwenang
untuk menyetujui atau menyetujui dengan
syarat atau menolak perjanjian internasional

yang dibuat dan telah diratifikasi oleh Presiden
atau Perdana Menteri. Teori Montesquieu ini
sejalan dengan pemahaman sistem hukum yang
diungkapkan oleh L. Friedman, yang mana ia
menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari
tiga komponen, yaitu substansi, struktur dan
kultur'. Hukum internasional pun merupakan
sebuah sistem hukum yang terdiri dari tiga
komponen di atas. Hubungan kasualitas antara
lembaga eksekutif dan lembaga legislatif/parle-
men dalam kaitannya dengan perjanjian inter-
nasional terimplikasi dalam komponen kedua,
yaitu struktur, di mana secara struktur hukum
internasional dan hukum nasional memiliki
kedudukan yang scjajar atau ko-ordinasi, bu-
kan sub-ordinasi, sehingga setiap perjanjian in-
ternasional yang dibuat oleh lembaga eksekutif
tidak serta merta dapat berlaku di dalam sistem
hukum nasional suatu negara sebelum mendapat
persetujuan dari lembaga legislatif/parlemen?.

Di Indonesia, jika mengacu pada UU No-
mor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Interna-
sional, pengintegrasian perjanjian internasional
ke dalam sistem hukwm nasional Indonesia me-
lalui proses transformasi, di mana Pasal 9 Ayat
2 UU ini menyatakan bahwa pengesahan per-
janjian internasional dilakukan dengan undang-

' Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation,

New York, him. 16.

* Hasil analisis penulis setelah berdiskusi dengan para ahli hukum terkait dengan permasalahan filosoft hubun-
gan antara hukum internasional dengan hukum nasional dikaitkan dengan pendapat dari L. Friedman.
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